PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN KELAS IB

SALINAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

NOMOR: 43/KPN/SK/5/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (Z])
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Menimbang

Mengingat

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

d.

Bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di
lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun, diperlukan dukungan
dari segenap jajaran Pengadilan Negeri Simalungun untuk
mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani;

Bahwa untuk pelaksanaan tersebut perlu membentuk Tim Kerja
Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM);

Bahwa oleh karena adanya mutasi / promosi Hakim Pengadilan
Negeri Simalungun Nomor 519/DJU/SK/KP.04.5/3 /2020,
tertanggal 16 Maret 2020, dan promosi dan mutasi Pejabat
Struktural Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 141/SEK/Kp.I/SK/111/2020 tanggal 13 Maret
2020;

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
Undang-undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman;
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan kedua
atas undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Perdilan Umum;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Lingkungan Instansi Pemerintah:

Keputusan Ketua Mahakamah Agung Republik Indonesia Nomor :
194A/KMA/SK/X1/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan
Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
485-1/SEK/KU.1/10/2015 tanggal 23 Oktober 2015, tentang



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Penunjukan Pengadilan sebagai Wilayah Bebas Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (Z1)
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA PENGADILAN
NEGERI SIMALUNGUN;

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 29/KPN/SK/3/2020, tertanggal
16 Maret 2020, tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona
Integritas (Zi) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri
Simalungun;

Membentuk kembali Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani (WBBM) sebagaimana terlampir;

Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas dengan susunan keanggotaan

sebagaimana terlampir :

a. Menyusun rencana kerja pembangunan Zona Integritas, dengan
memperioritaskan pada target tujuan pembangunan Wilayah Bebas
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

b. Memberikan dukungan pada masing-masing unit pelayanan untuk
mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pengadilan Negeri
Simalungun.

c. Membangun koordinasi, fasilitas monitoring - evaluasi, pengawasan
yang efektif untuk mempercepat pembangunan Zona Integritas di
lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun.

d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pengadilan
Negeri Simalungun.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki
sebagaimana mestinya;

SALINAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

DITETAPKAN DI SIMALUNGUN
PADA TANGGAL 26 Mei 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
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ABD. HADI NASUTION



SALINAN DAFTAR LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
NOMOR : 43/KPN/SK/5/2020
TANGGAL : 26 Mei 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (Z1)
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Penanggungjawab : Abd. Hadi Nasution, SH, MH
( Ketua Pengadilan Negeri Simalungun )

Ketua : Roziyanti, SH

( Hakim Pengadilan Negeri Simalungun )

Koordinator Teknikal : Robin Nainggolan, SH, MH

( Panitera Pengadilan Negeri Simalungun )

Koordinator Operasional : Citra Andriany Harahap, SE

( Sekretaris Pengadilan Negeri Simalungun )

1. Koordinator Area Manajemen Perubahan :

Koordinator : Anggreana Elisabeth Roria Sormin, SH ( Hakim )

Anggota : Mhd. Amri Satya Raja Siregar, SH, MH ( Panitera Pengganti )
Anggota : Jhonny Sidabutar, SH (Panitera Pengganti)

Anggota : Edward Siringoringo ( Jurusita )

Anggota : Fariani Saragih (Jurusita Pengganti )

Anggota : Riris Fatmawati Panjaitan, SH ( Pelaksana Kepaniteraan Pidana)

2. Koordinator Area Penataan Tata Laksana :

Koordinator :Yudi Dharma, SH, MH ( Hakim )

Anggota : Santoso ( Panitera Muda Perdata )
Anggota : Mona Eleventy Lumbansiantar ( Ka. Sub. Bag. Umum dan Keuangan )
Anggota : Endang Winarti, S.Kom (Pelaksana Bag. Umum dan Keuangan)

Anggota : Sabarman Saragih, SH ( Jurusita Pengganti )



3. Koordinator Area Penataan Sistem Manajemen SDM :

Koordinator : Mince Setiawaty Ginting, SH, M.Kn ( Hakim )

Anggota : M. Ramli ( Panitera Pengganti )

Anggota : Luky Afriani Sebayang, S.Kom ( Ka. Sub. Bag . Keportala)
Anggota : Sepri Sitio, ST ( Pelaksana Sub. Bag. Umum dan Keuangan)
Anggota : Sari Rahma Dewi ( Pelaksana Sub. Bag . Keportala)

4. Koordinator Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja :

Koordinator : Dessy Deria Elisabeth Ginting, SH.M.Hum ( Hakim )

Anggota : Jonathan Sinaga, SH ( Panitera Muda Pidana )
Anggota : Soraya Rizna Afrijal, SH ( Ka. Sub. Bag. Perencanaan TI dan Pelaporan )
Anggota : Apollo Manurung ( Panitera Pengganti)

5. Koordinator Area Penguatan Pengawasan :

Koordinator : Hendrawan Nainggolan, SH ( Hakim )

Anggota : Dedy Anthony, SH ( Panitera Pengganti )

Anggota : Daniel Siahaan, SH ( Pelaksana Kepaniteraan Hukum )

Anggota : Nova Carolina Ginting, SE ( Pelaksana Sub. Bag. Umum dan Keuangan )
Anggota : Yosi Halmahera Sipayung, A.Md ( Pelaksana Kepaniteraan Perdata )

6. Koordinator Area Penguatan Kualitas Pelayanan Publik :

Koordinator : Aries Kata Ginting, SH ( Hakim)

Anggota : Paringatan Saragih, SH ( Panitera Muda Hukum )
Anggota : Lumida Siahaan, SH ( Pelaksana Kepaniteraan Perdata )
Anggota : Ika Astuti, SH ( Pelaksana Kepaniteraan Pidana )

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
ttd
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